BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 /13% Thnun 202¢
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI KETERLAMBATAN LAPORAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 92 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menyatakan sanksi administrasi berupa
denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan
kahar (force majeure);

bahwa pemberian pembebasan sanksi keterlambatan laporan
terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan kewenangan
dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak
memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;

bahwa menimbang aplikasi pajak daerah (LEADER) yang
baru perbaikan/maintenance di bulan Januari 2025 dan
belum dapat digunakan di 10 hari kerja bulan Januari 2025
maka perlu memberikan bebas denda karena bukan
kesalahan wajib pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu memberikan
Pembebasan Sanksi Keterlambatan Laporan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
318);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Memberikan Pembebasan Sanksi Keterlambatan Laporan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025.

Besarnya sanksi keterlambatan laporan Pajak sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) per wajib pajak.



KETIGA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

ks

kepada Yth.:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukocharjo di Sukoharije;

. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum Sekretaris

Daerah  Kabupaten  Sukoharjo di
Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 3AMNvse) 702C
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